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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan dunia untuk meningkatkan pertumbuhan dan 

kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang 

adalah sebuah stategi sistem keuangan. Sebagai perdagangan domestik dan 

internasional adalah fungsi sistem keuangan, mobilisasi simpanan menjadi 

sebagai instrument investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan 

pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat 

penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, 

stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan. 

 Semakin banyaknya variasi instrument keuangan yang beredar dalam 

sistem keuangan baik dibidang perbankan ataupun  non perbankan adalah 

sebuah bukti bahwa lembaga keuangan yang ada di Indonesia semakin 

berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian. 

Perkembangan instrument keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-

lembaga keuangan itu sendiri.  

Sebagai perantara keuangan masyarakat lembaga keuangan memiliki 

fungsi sebagai perantara  dari pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang 

kekurangan dana. Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau 
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institusi pada hakikatnya berada di tengah-tengah masyarakat. Untuk 

memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus masyarakat adalah bagian dari 

lembaga yang merupakan organ masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan 

dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari 

tiap lembaga yang bersangkutan   

Untuk menunjang pelaksanaan pengembangan nasioal dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan  stabilitas nasional 

kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak adalah tujuan keberadaan bank. 

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai 

penghimpun dana dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak adalah merupakan pergertian dari Bank.1 Oleh karena itu, 

pengelolaan kredit atau pembiayaan merupakan kegitan yaang sangat penting 

diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian 

pembiayaan bermasalah. 

Di era globalisasi ini, bantuan teknologi sangat membantu aktivitas 

masyarakat termasuk lembaga keuangan yang kini sudah bergeser pada 

lembaga keuangan berbaasis teknologi, hal ini dibuktikan dengan adanya 

Fintech (Financial Technology). Menurut The National Digital Reseach Centre 

(NDRC) Fintech adalah suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi 

 
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_ref-10 diakses 14/05/2020 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank#cite_ref-10
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finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern.2 Keberadaan Fintech dapat 

mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. 

Fintech imerupakan iimplementasi idan ipemanfaatan iteknologi iuntuk 

imeningkatan ilayanan ijasa iperbankan idan ikeuangan iyang iumumnya idilakukan 

ioleh iperusahaan irintisan idengan imemanfaatkan iteknologi isoftware, iinternet, 

ikomunikasi. iKonsep iini iyang imengadaptasi iperkembangan iteknologi iyang 

idipadukan idengan ibidang ifinansial isehingga ibisa imenghadirkan iproses 

itransaksi ikeuangan iyang ilebih ipraktis, iaman iserta imodern. iPembayaran i(digital 

iwallets, iP2P ipayment), iinvestasi i(equity icrowdfunding, iPeer ito iPeer iLending), 

ipembiayaan i(crowdfunding, imicro iloans, icredit i ifacilities), iasuransi i(risk 

imanagement), ilintas i– iproses i(big idata ianalysis, ipredictive imodeling) idan 

iinfrastruktur i(security) iadalah imerupakan i ibentuk idasar idari iFintech.3 

 

Publik atau masyarakat dan regulator yaitu Otoritas, Jasa Keuangan 

maupun Bank Indonesia, sangat memperhatikan atau tertarik dengan adanya 

kemunculan perusahaan keuangan dibidang layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi (peer to peer lending atau P2P Lending). Hal ini  

tertuang pada adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Pada peraturan 77/PJOK.01/2016 mengatur tentang 

 
2 https://www.online-pajak.com/fintech diakses 14/05/2020 
3

  iNofie iIman, iFinancial iTechnology idan iLembaga iKeuangan iKeuangan i(Yogyakarta i: iGathering 

iMitra iLinkage iBank iSyariah iMandiri, i2016), ih.6-7 

https://www.online-pajak.com/fintech
https://www.online-pajak.com/fintech
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layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi atau juga disebut dengan 

pinjam meminjam uang secara peer to peer. Layanan ini merupakan suatu 

pintasan untuk banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mengenal layanan 

perbankan tetapi paham akan teknologi infomasi. Layanan Fintech berbasis 

P2P Lending menjadi salah satu solusi keterkaitan dengan adanya akses 

layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui 

sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan 

teknologi lainnya. 

Dengan icepatnya iperkembangan iFintech itidak ihanya imembawa 

idampak ipositif isaja, iakan itetapi ibanyak imunculnya ipermasalahan-

permasalahan iFintech, iterutama idari ilayanan ipinjaman iuang iberbasis iteknologi 

iinformasi ilayanan ikeuangan iFintech iatau iFintech iPeer ito iPeer iLending 

i(P2PL). iDengan iadanya isyarat iyang imudah iuntuk imelakukan ipengajuan 

ipinjaman imembuat ibanyak iorang itertarik iuntuk imengajukan ipinjaman, 

ipengajuan ipinjaman itersebut ihanya ibermodalkan ifoto iKTP idan imengisi idata 

ipribadi, isemua iorang iyang iingin imengajukan idapat idengan imudah 

imendapatkan ipinjaman isecara icepat, iakan itetapi idengan ikemudahan ipinjaman 

itersebut idebitur idapat iterjebak idalam ibunga ipinjaman iyang itinggi  ̧ ikarena ihal 

iini idisebabkan ilayanan iFintech ibelum imemiliki iaturan iyang iberisikan 

imengenai ibatas iatau ibunga, iserta iadanya itindakan iyang imenimbulkan 

ikeresahan imasyarakat idalam ipenagihan ipinjaman iyang idilakukan isecara 

iintimidatif. 
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Banyaknya aduan dari debitur terkait tindakan penagihan pinjaman 

secara tidak wajar atau intimidatif dalam proses penagihan pinjaman oleh 

perusahaan penyelenggara Fintech P2P Lending. Sehingga saat ini menjadi 

perhatian publik dan mendapat persoalan sangat serius dan harus segera 

ditangani. 

Semakin ipesatnya iperkembangan ilayanan iFintech ikhususnya iterkait 

iPeer ito iPeer iLending i(P2PL) iatau ipinjaman isecara ionline iturut imembawa 

imanfaat iterutama ikemudahan idalam imendapatkan ipinjaman idana isecara icepat, 

iguna iturut iserta idalam imembangun ipertumbuhan iekonomi inamun idisisi ilain 

iturut imembawa ipermasalahan-permasalahan ibaru iyang imuncul. iDengan 

ibanyaknya iaduan iterkait itindakan iintimidatif, itermasuk ipelecehan, iataupun 

ipenyalahgunaan idata ipribadi idebitur imaupun itindak ipidana ilainnya imenjadikan 

ilatar ibelakang ipeneliti iuntuk imengkaji ilebih idalam imengenai iaspek 

iperlindungan ihukum iterkait ipermasalahan iFintech idan imenuangkannya idalam 

isebuah ipenelitian idalam ibentuk iskripsi iyang iberjudul : PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP DEBITUR PADA LAYANAN PINJAMAN UANG 

BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok 

permasalahannya adalah : 

1. Bagaimana iketentuan iperlindungan ihukum iterhadap idebitur iterkait 

ilayanan ipinjaman iuang iberbasis iFinancial iTechnology i? 

2. Bagaimana iupaya idan iproses ipenyelesaian ihukum iyang idapat iditempuh 

idebitur iterkait ipermasalahan ihukum iyang idialami i? 

3. Bagaimana iupaya idan itindakan iapa isaja iyang idilakukan iPemerintah 

idalam imelindungi idebitur iterkait ilayanan ipinjaman iuang iberbasis 

iFintech i? 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Pinjaman 

Fintech P2PL 

Pemberi Pinjaman 

(kreditur) 

Penyelenggara Layanan 

Pinjaman (platform pinjaman) 

Penerima Pinjaman 

(debitur) 

Perlindungan Hukum 

terhadap penerima 

pinjaman (debitur) akibat 

masalah yang dialami 

Upaya hukum yang dapat 

dilakukan oleh debitur 

maupun Permerintah 

terhadap masalah yang 

dialami debitur 
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Keterangan : 

Perjanjian dalam layanan pinjaman uang berbasis fintech P2PL (online)  

terdiri dari 2 (dua) yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi 

pinjaman (kreditur) dan perjanjian antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan 

penerima pinjaman (debitur), dalam perjanjian tersebut menimbulkan 

hubungan hukum antara para pihak yang akan menghasilkan hak dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang sepakat dalam 

perjanjian.  

Perjanjian antara penyelenggara dan pemberi pinjaman (kreditur) 

terdapat aturan atau ketentuan yang berisi tentang mekanisme dimana pemberi 

pinjaman (kreditur) yang akan memberikan pinjaman dana kepada penerima 

pinjaman (debitur) harus menyetujui syarat untuk menunjuk penyelenggara 

bertindak atas nama pemberi pinjaman (kreditur). Melalui perjanjian tersebut 

terdapat pemberian kuasa yang diberikan oleh pemberi pinjaman (kreditur) 

kepada penyelenggara, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi 

penyelenggara dan pemberi pinjaman (kreditur) yaitu penyelengggara diberi 

kuasa untuk menyalurkan dana kepada penerima pinjaman(debitur) dan 

bertindak atas pemberi pinjaman (kreditur), selanjutnya pemberi pinjaman 

(kreditur) sebagai pihak yang menyediakan dana yang akan disalurkan kepada 

penerima pinjaman (debitur) melalui penyelenggara layanan pinjaman uang 

berbasis fintech P2PL (online). 
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Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pinjaman fintech 

P2PL (online) yaitu penerima pinjaman yang merasa dirugikan atas 

penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman(debitur) serta bunga yang 

tinggi, oleh karena itu dibutuhkkan perlindungan terhadap penerima pinjaman 

(debitur) apabila merasa dirugikan atas tindakan penyalahgunaan data pribadi 

serta bunga yang tinggi, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 

penerima pinjaman (debitur) maupun pemerintah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Dari latar belakang di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui ketentuan perlindungan hukum terhadap debitur 

terkait layanan pinjaman uang berbasis Financial Technology 

2. Dapat mengetahui apa saja upaya dan proses penyelesaian hukum yang 

dapat ditempuh debitur terkait permasalahan hukum yang dialami 

3. Dapat mengetahui upaya dan tindakan apa saja yang dilakukan 

Pemerintah dalam melindungi debitur terkait layanan pinjaman uang 

berbasis Fintech 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian iini idapat iberguna isebagai idasar ipengembangan iilmu 

ipengetahuan, ikhususnya idibidang ihukum ibisnis iterutama isektor ikeuangan 
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iberbasis iFinancial iTechnology ikhususnya iPeer ito iPeer iLending i iyang ihingga 

isaat iini iterus iberkembang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman tentang penelitian ini, maka 

pembahasan akan dibagi dalam beberapa bab sesuai dengan pokok 

permasalahannya, yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,, 

tujuan dan manfaaat penelitian, sistematika penulisan 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang informasi hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya dan menghubungkan dengan masalah 

yang sedang diteliti, diantaranya pembahasan terkait tinjauan 

umum tentang Financial Technology dan teori-teori yang 

berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada ibab iini ipeneliti iakan imenguraikan ibeberapa idata 

iyang iberhubungan ierat idengan iapa iyang imenjadi ititik ifokus 

ipembahasan idalam itulisan iini, iyakni ipenulis iakan 

imenjabarkan iterkait iregulasi iatau iaturan iterhadap ilayanan 

ipinjaman iuang iberbasis iFintech idi iIndonesia. 
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BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Pada bab ini peneliti akan membahas dan menjawab 

permasalahan pada penelitian diantaranya menjelaskan serta 

menganalisis terkait ketentuan-ketentuan perlindungan 

hukum, penyelesaian hukum yang dapat ditempuh debitur. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran 

penyederhanaan dari hasil analisis atau jawaban terhadap inti 

dari masalah penelitian berdasarkan data yang diperoleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


